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ABSTRAK 

Transformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi dan integrasi sistem menjadi bagian 

dari agenda reformasi perpajakan di Indonesia dalam merespons kompleksitas pengelolaan 

data dan tuntutan efisiensi layanan. Penerapan berbagai layanan elektronik hingga 

pengembangan Coretax system menunjukkan adanya pergeseran pola administrasi dan 

interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

penerapan sistem perpajakan terintegrasi di Indonesia dengan menelaah fokus kajian, metode, 

dan temuan utama penelitian terdahulu yang membahas digitalisasi perpajakan. Metode yang 

digunakan adalah Systematic Literature Review terhadap 9 artikel ilmiah yang diterbitkan 

pada periode 2021–2025 dan relevan dengan topik sistem perpajakan digital dan terintegrasi 

di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan e-Filing, e-Faktur, dan sistem 

elektronik lainnya berkontribusi pada keteraturan administrasi dan kemudahan proses 

pelaporan serta pembayaran pajak. Integrasi sistem melalui Coretax mendukung pengelolaan 

data perpajakan secara terpusat dan memperkuat fungsi pengawasan, meskipun masih 

dihadapkan pada tantangan kesiapan infrastruktur, keamanan data, dan adaptasi pengguna. 

Sistem perpajakan terintegrasi berkembang sebagai proses administratif yang melibatkan 

aspek teknologi, kebijakan, dan perilaku wajib pajak secara simultan. 

Keywords: perpajakan digital; sistem perpajakan terintegrasi; coretax system; administrasi 

perpajakan; kepatuhan wajib pajak 

ABSTRACT 

Transforming tax administration through digitalization and system integration is part of the tax 

reform agenda in Indonesia, addressing the complexity of data management and demands for service 

efficiency. The implementation of various electronic services, including the development of the Coretax 

system, demonstrates a shift in administrative patterns and interactions between taxpayers and tax 

authorities. This study aims to analyze the implementation of an integrated tax system in Indonesia by 

examining the focus, methods, and key findings of previous research addressing tax digitalization. The 

method used was a systematic literature review of nine scientific articles published between 2021 and 

2025 and relevant to the topic of digital and integrated tax systems in Indonesia. The study results 

indicate that the implementation of e-Filing, e-Invoices, and other electronic systems contributes to 

administrative order and simplifies tax reporting and payment processes. System integration through 

Coretax supports centralized tax data management and strengthens oversight functions, although 

challenges remain regarding infrastructure readiness, data security, and user adaptation. The integrated 

tax system is evolving as an administrative process that simultaneously involves technology, policy, and 

taxpayer behavior. 

Keywords: digital taxation; integrated tax system; coretax system; tax administration; taxpayer 

compliance. 
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I. PENDAHULUAN 

Pajak berperan besar dalam menjaga stabilitas keuangan berbagai negara 

karena sumber penerimaan tersebut menjadi dasar pembiayaan banyak program 

publik (Wang, 2022; Ozili, 2020). Negara negara yang memiliki sistem 

perpajakan kuat cenderung mampu mengelola pembangunan jangka panjang 

dengan lebih terencana berkat arus penerimaan yang stabil (Serikova et al., 2022). 

Ada perbedaan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto antarnegara yang 

cukup lebar, misalnya negara maju yang mencapai diatas 25 persen sementara 

beberapa negara berkembang masih berada di bawah 15 persen. Perbedaan 

tersebut menunjukkan adanya penguatan administrasi pajak menjadi perhatian 

global karena berkaitan dengan kapasitas pemerintahan dalam menyediakan 

layanan dasar bagi masyarakat (Dabla-Norris et al., 2020). 

Perkembangan teknologi administrasi pajak di tingkat internasional 

terus bergerak menuju integrasi sistem yang memusatkan proses pelaporan, 

verifikasi, dan dokumentasi (Dhaliwal et al., 2023). Negara negara seperti 

Australia, Korea Selatan, dan Singapura mengadopsi model perpajakan digital 

yang terstruktur sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat bagi wajib pajak 

(Evans et al., 2022). Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap 

pertumbuhan ekonomi digital yang menghasilkan volume transaksi yang 

meningkat setiap tahun, sehingga sistem administrasi pajak membutuhkan 

mekanisme yang dapat menampung data dalam jumlah besar (Aribowo et al., 

2022). Banyak negara kemudian menempatkan transformasi digital sebagai 

strategi utama untuk meningkatkan efektivitas proses pemungutan pajak yang 

terus berkembang (Manzhura et al., 2022). 

Sistem perpajakan Indonesia berperan strategis dalam menjaga 

keberlanjutan pembiayaan negara karena pajak menjadi sumber utama 

pendapatan nasional, namun rasio pajak terhadap PDB yang masih berkisar 10–

12 persen pada 2024 menunjukkan adanya ruang besar untuk optimalisasi 

administrasi perpajakan (Huda et al., 2024). Upaya modernisasi dilakukan melalui 

digitalisasi layanan seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Billing, yang diperkuat 

dengan peluncuran sistem inti perpajakan terpadu oleh Direktorat Jenderal Pajak 

pada 2024 untuk mengelola seluruh aktivitas perpajakan secara terpusat (Rizal et 

al., 2024). Meski demikian, fase awal implementasi sistem inti memunculkan 

berbagai tantangan teknis, seperti gangguan akses, perlambatan layanan, serta 

penyesuaian alur kerja pegawai dan wajib pajak, yang mencerminkan dinamika 

umum dalam perubahan sistem berskala besar menuju administrasi digital 

(Munzir & Ismanto, 2020; Bio & Suryadi, 2021). 
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Transformasi teknologi perpajakan memunculkan perbedaan 

kemampuan adopsi antar kategori wajib pajak, di mana pelaku usaha besar relatif 

lebih cepat beradaptasi dibandingkan usaha kecil yang kerap menghadapi 

keterbatasan perangkat dan literasi digital, sehingga memengaruhi pola dan 

pengalaman pelaporan pada fase awal implementasi (Katili et al., 2024). Seiring 

meningkatnya jumlah wajib pajak aktif dari 2021 hingga 2024, terutama dari 

sektor usaha digital, kebutuhan terhadap layanan perpajakan berbasis teknologi 

semakin tinggi dan menuntut stabilitas sistem yang mampu mengelola volume 

data yang terus bertambah agar proses pelaporan tetap lancar, akurat, dan jelas 

bagi pengguna (Pratiwi & Widajantie, 2023). 

Penelitian Windriati et al. (2021) menelaah pengaruh digitalisasi 

pelaporan terhadap penerimaan pajak di salah satu kantor pelayanan dan 

menemukan adanya peningkatan efisiensi pada tahun pertama penggunaan 

layanan elektronik. Penelitian lain oleh Lannai (2024) meninjau pengalaman 

wajib pajak dalam menggunakan platform resmi dan platform penyedia layanan 

pihak ketiga sehingga menghasilkan gambaran mengenai perbedaan kenyamanan 

penggunaan di antara kedua pilihan tersebut. Kedua penelitian menunjukkan 

bahwa digitalisasi memengaruhi kualitas pelaporan pajak, tetapi pengalaman 

wajib pajak sangat ditentukan oleh karakteristik pengguna masing-masing. 

Namun, kajian yang ada belum membahas secara mendalam dampak integrasi 

penuh sistem perpajakan sejak 2024 terhadap perilaku pelaporan, kesiapan 

infrastruktur, dan dinamika operasional, sehingga masih terbuka ruang penelitian 

lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan sistem perpajakan 

terintegrasi di Indonesia. 

II. LANDASAN TEORI 

Sistem Administrasi Perpajakan Digital 

Transformasi administrasi perpajakan menuju layanan digital bertujuan 

mempercepat pencatatan dan mengurangi ketergantungan pada prosedur manual 

melalui penggunaan perangkat lunak dan platform daring yang mendorong 

pelaporan serta pembayaran pajak dilakukan secara langsung. Digitalisasi ini 

menata ulang alur kerja administrasi karena data perpajakan dapat dikirim 

langsung ke server otoritas pajak, sehingga proses menjadi lebih efisien dan 

minim perantara fisik (Wafa & Furqon, 2024). 

Digitalisasi administrasi pajak ditopang oleh layanan utama seperti e-

Filing, e-Billing, dan e-Faktur yang berfungsi mengirimkan data pajak secara 

otomatis ke sistem pusat, sekaligus sejalan dengan tren global menuju 
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administrasi perpajakan berbasis teknologi (Arafat et al., 2025). Didukung 

infrastruktur digital yang stabil dan perangkat lunak analitik, sistem ini 

meningkatkan efisiensi, akurasi pencatatan, kemudahan pelacakan data, serta 

menyediakan basis data yang lebih andal untuk mendukung analisis dan 

penegakan regulasi perpajakan. 

Reformasi Coretax System 

Reformasi coretax system bertujuan menyatukan seluruh proses 

administrasi perpajakan ke dalam satu sistem inti yang mengelola data secara 

terpusat. Arsitektur sistem ini memudahkan alur data bergerak antar modul 

tanpa pemrosesan manual terpisah sehingga tahapan pendaftaran, pelaporan, 

penagihan, verifikasi, dan pengawasan terhubung dalam satu jalur kerja. Integrasi 

tersebut merampingkan struktur administrasi karena aktivitas yang sebelumnya 

tersebar di berbagai aplikasi dapat dipantau melalui satu platform yang sama 

(Aristiyanto & Furqon, 2025). 

Konsolidasi basis data menjadi elemen utama dalam coretax system 

karena seluruh informasi wajib pajak dan riwayat transaksi dihimpun dalam satu 

pusat penyimpanan dengan format seragam. Kondisi ini mengurangi risiko data 

ganda serta ketidaksinkronan antar sistem lama, sekaligus mendukung proses 

analisis kepatuhan yang lebih terstruktur. Perubahan menuju sistem terintegrasi 

juga menghadapi tantangan terkait keamanan informasi, interoperabilitas modul, 

dan kesiapan pengguna, sehingga perencanaan teknis dan adaptasi operasional 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi tersebut (Mara 

& Munandar, 2025). 

III. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) 

dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020 yang dikembangkan oleh Page et 

al. (2021). Pencarian literatur dilakukan menggunakan empat database daring 

yang banyak digunakan dalam penelitian kesehatan yaitu PubMed, Google 

Scholar, ScienceDirect, dan DOAJ. Proses pencarian menggunakan kombinasi 

kata kunci Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang terdiri atas “sistem 

perpajakan terintegrasi”, “digitalisasi perpajakan”, “coretax system”, “tax 

administration digitalization”, dan “integrated tax system”. Proses penelusuran 

awal menghasilkan 126 artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya 

dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan 

sebagaimana tercantum pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi 
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Diterbitkan antara tahun 2020 sampai 

2025 
Diterbitkan sebelum tahun 2020 

Membahas sistem administrasi 

perpajakan digital atau sistem perpajakan 

terintegrasi 

Tidak membahas administrasi atau 

sistem perpajakan 

Fokus pada penerapan, evaluasi, atau 

dampak sistem perpajakan di Indonesia 

Fokus pada negara lain tanpa 

pembahasan Indonesia 

Artikel penelitian empiris atau studi 

kebijakan 
Artikel editorial, opini, atau komentar 

Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau 

Bahasa Inggris 

Ditulis dalam bahasa selain Indonesia 

dan Inggris 

Tersedia dalam bentuk full text dan dapat 

diakses secara utuh 
Hanya tersedia dalam bentuk abstrak 

Sumber : Olah data penulis, 2025 

 

Setelah seleksi awal berdasarkan judul, abstrak, dan isi artikel, terdapat 

126 publikasi yang memenuhi kriteria dasar. Proses penyaringan lanjutan 

menghasilkan 9 artikel yang sesuai dengan fokus kajian penerapan sistem 

perpajakan digital dan integrasi administrasi perpajakan di Indonesia. Proses 

pemilihan dan penyaringan artikel divisualisasikan melalui Diagram PRISMA 

sebagaimana disajikan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Diagram PRISMA 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan proses seleksi dan analisis tematik, diperoleh berbagai 

temuan yang dimana seluruh penelitian menaruh perhatian pada penerapan 

sistem administrasi perpajakan digital serta implikasinya terhadap kepatuhan dan 

perilaku wajib pajak di Indonesia. Fokus kajian mencakup penggunaan e-Filing, 

e-Faktur, e-Billing, hingga pengembangan coretax system sebagai bagian dari 

reformasi perpajakan berbasis teknologi (Frendika, 2023; Kusumawati & Jati, 

2022; Wulandari, 2021; Dewi, 2024). Sejumlah studi juga menelaah pengalaman 

wajib pajak dan pelaku usaha dalam berinteraksi dengan sistem digital, termasuk 

perbedaan tingkat penerimaan dan adaptasi antar kelompok pengguna (Rosyid et 

al., 2024; Reviana et al., 2025). Selain itu, beberapa penelitian mengkaji kebijakan 

dan arah reformasi sistem perpajakan terintegrasi melalui pendekatan komparatif 

dan evaluatif, khususnya dalam penerapan Coretax di Indonesia (Widjaja et al., 

2025; Cahyani & Triwarti, 2025). 

Dari sisi metodologi, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan desain survei dan analisis regresi untuk mengamati hubungan 

antara penggunaan sistem perpajakan digital dan tingkat kepatuhan wajib pajak 

(Frendika, 2023; Kusumawati & Jati, 2022; Wijayanti et al., 2025). Desain cross 

sectional banyak digunakan karena mampu menggambarkan kondisi dan pola 

perilaku wajib pajak pada satu periode pengamatan tertentu. Di samping itu, 

beberapa penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis 

kebijakan untuk menggali tantangan implementasi, kesiapan sistem, serta 

dinamika kelembagaan dalam reformasi perpajakan digital (Reviana et al., 2025; 

Widjaja et al., 2025). Variasi metode ini menunjukkan bahwa kajian perpajakan 

digital mencoba memahami proses administratif dan kebijakan yang 

melatarbelakangi penerapan sistem perpajakan terintegrasi. 

Penerapan Sistem Perpajakan Digital dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Penerapan sistem perpajakan digital berfokus pada perubahan 

mekanisme administrasi dan pola interaksi wajib pajak dengan otoritas 

perpajakan. Pemanfaatan e-Filing, e-Faktur, dan sistem elektronik lainnya 

diarahkan untuk membangun proses pelaporan dan pencatatan yang lebih 

terstruktur serta terdokumentasi secara digital (Frendika, 2023; Kusumawati & 

Jati, 2022). Studi-studi tersebut menggambarkan bahwa sistem digital 

mendorong keteraturan administrasi karena setiap transaksi dan laporan tercatat 

secara sistematis, sehingga aktivitas perpajakan dapat ditelusuri dengan lebih 

jelas. Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak tercermin melalui konsistensi 

penggunaan layanan elektronik yang disediakan serta keteraturan dalam 

memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. 
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Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas sistem 

perpajakan digital berkaitan erat dengan kesiapan pengguna dan stabilitas sistem 

yang digunakan. Wajib pajak yang memiliki pengalaman dan kemampuan 

menggunakan teknologi cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dengan 

sistem e-Filing dan e-Faktur, sedangkan kelompok tertentu masih menghadapi 

kendala teknis dan administratif dalam proses penggunaannya (Wulandari, 2021; 

Dewi, 2024; Reviana et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan 

sistem digital berjalan seiring dengan kebutuhan pendampingan dan penyesuaian 

prosedur, khususnya bagi pelaku UMKM dan wajib pajak yang baru beralih dari 

sistem manual. Variasi tingkat adaptasi tersebut membentuk pola pemanfaatan 

sistem yang berbeda antar kelompok wajib pajak. 

Pada tataran kebijakan, sejumlah penelitian menyoroti pergeseran 

menuju sistem perpajakan terintegrasi melalui pengembangan Coretax yang 

menghubungkan berbagai layanan perpajakan dalam satu basis data terpusat 

(Rosyid et al., 2024; Widjaja et al., 2025). Integrasi ini dipandang mendukung 

konsistensi penerapan peraturan dan mempermudah pengawasan karena data 

perpajakan dikelola secara terpadu. Namun, ada tantangan dalam proses 

integrasi, terutama terkait kesiapan infrastruktur, keamanan data, dan 

penyesuaian alur kerja bagi pengguna internal maupun eksternal (Cahyani & 

Triwarti, 2025; Wijayanti et al., 2025). Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa 

penerapan sistem perpajakan digital berkembang sebagai proses administratif 

yang terus beradaptasi seiring dengan transformasi kebijakan dan teknologi. 

Selain aspek teknis dan kebijakan, beberapa penelitian menempatkan 

faktor perilaku dan persepsi wajib pajak sebagai bagian dari dinamika penerapan 

sistem perpajakan digital. Tingkat kesadaran, sikap terhadap kewajiban 

perpajakan, serta persepsi terhadap kemudahan dan kejelasan sistem 

memengaruhi cara wajib pajak berinteraksi dengan layanan digital yang tersedia 

(Frendika, 2023; Cahyani & Triwarti, 2025). Interaksi antara sistem yang 

terintegrasi dan respons pengguna membentuk pola kepatuhan yang berkembang 

seiring waktu, sehingga penerapan perpajakan digital berkaitan dengan desain 

sistem sekaligus dengan cara sistem tersebut direspons dalam praktik 

administrasi sehari hari. 

V. KESIMPULAN 

Penerapan sistem perpajakan digital dan pengembangan sistem 

perpajakan terintegrasi di Indonesia menunjukkan adanya perubahan dalam 

proses administrasi perpajakan dan pola interaksi wajib pajak dengan otoritas 
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pajak. Digitalisasi melalui e-Filing, e-Faktur, dan sistem elektronik lainnya 

membentuk alur administrasi yang lebih terstruktur serta mendorong 

keteraturan pelaporan dan pencatatan pajak. Integrasi sistem melalui 

pengembangan Coretax memperkuat pengelolaan data perpajakan secara 

terpusat dan mendukung konsistensi penerapan kebijakan, meskipun proses 

tersebut diiringi tantangan teknis, kesiapan infrastruktur, dan adaptasi pengguna. 

Temuan ini menggambarkan bahwa sistem perpajakan terintegrasi berkembang 

sebagai bagian dari transformasi administrasi yang melibatkan aspek teknologi, 

kebijakan, dan perilaku wajib pajak secara bersamaan. Otoritas perpajakan 

disarankan untuk memperkuat kesiapan infrastruktur teknologi dan pengelolaan 

data dalam rangka mendukung keberlanjutan sistem perpajakan terintegrasi, 

termasuk peningkatan stabilitas sistem dan perlindungan keamanan informasi. 

Upaya pendampingan dan edukasi bagi wajib pajak perlu terus dilakukan agar 

pemanfaatan layanan digital dapat berjalan lebih merata, khususnya bagi pelaku 

usaha skala kecil dan pengguna yang masih beradaptasi dengan sistem elektronik. 

Selain itu, penguatan koordinasi antar unit administrasi perpajakan diperlukan 

untuk memastikan integrasi sistem berjalan selaras dengan prosedur kerja yang 

ada. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengukuran dampak integrasi 

Coretax terhadap kualitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka 

panjang melalui pendekatan empiris yang lebih komprehensif. 
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